DIMENSI POLITIK
DALAM KRISIS EKONOMI JEPANG

Oleh: Nanang Pamuji Mugasejati”

Having ‘caught up’ fwith the Western nanonsj, we must now expect others
10 try to caich up with us. We must seek out a new path for ourselves and
open it up ourselves,” demikian pernah dikatakan oleh PM Jepang Nakasone
pada tahun 1980an. Pada dekade tersebut, dapat dikatakan bahwa Jepang
merupakan model keberhasilan ekonomi yang tidak tertandingi. Selama
penode dua krisis minyak tahun 1970-an dan 1980-an, Jepang tampil scbagai
satu-satunya negara industn yang neengalarni pemulihan ekonomi paling cepat
dibanding AS dan Eropa. Jepang mengantungi surplus perdagangan yang
terbesar diantara negara maju. Jepang juga menjadi pemimpin dalam
persaingan teknologi dan ekonomi dengan negara-negara maju lain.' Tak
berlebihan kalau kemudian, sepert dikutip diatas, PM Jepang merasa bahwa
Jepang akan pemimpwn ekonomi dan politik dan sekaligus mampu memberikan
model pembangunan ekonomi yang berbeda dengan tradisi neoklasik Barat.

Namun demukian, harapan Jepang itu saat ini menjadi berantakan. Sistem
ekonorniJepang pada tahun 1980-an ternyata hanya merupakan bubble, yang
mulai gembossejak awal dekade 1990-an .’ Sistem ekonomi yang diharapkan
menjadi model, ternyata mengandung banyak kelemahan: keroposnya sistem
perbankan dap finansial yang membuat satu per satu perusahaan keuangan
dan bank di Jepang akhirnya bangkrut, angkat kxedit macet yang tinggi,

" Staf pengajar pada yurusan Uimu Hubungan Internasional, Fisipol, Universims Gadjah Mada
Jeffrey A Hart, Rival Capualist: laternatonal Compettiveness in US, Japan, and Western Lurope,
(Ithaca, Londop. Cornell University Press, 1992), p. 7-20.

Yukio Noguchi, *“The “Bubble’ and Economic Policies 1 the 1980s™ dalam Joumal of Japanese Studies,
vol. 20. no. 2, 1994, p. 291-329.
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permmbuhan ekonomi nasional negatif pada tahun 1990-an, tingkat
pengangguran yaug semakin tingg dan mencapai rekor 4.8 persen pada awal
rahun 1999, yang kemudian dilanjutkan dengan gelombang g}cu1§51 oleh moda.l
asing terhadap banyak perusahaan finansial Jepang. _Par_ia_ sisilain, p;mermtah
Jepang ternyata sangat lambat untuk dapat mengatasi }cnss ekopomiitu. Untu.k_
pertama kalinya dalam sejarab ekonomi negara 1, sebugh krisis ekonomi
bisa belangsung sampai 8 tahun tanpa penyelesamn._Se;unﬂahA pengamat
melihat bahwa sistem pengambilan kebijakan ekonomi J epang kini t(%‘l‘_]eb'fl}f
dalam penyakit “frmmobilism’” yang tidak mampu lagt mengatasi kr'msx
ekonomi.” Artike!l ini akan mnjawab pertanyaan: mengapa ;_)engambllaq
kebijakan kebijakan ekonomi dalam sistern politik Jepang udak bisa mengatasi
krisis ekonomi tersebut?

Institusi Pengambilan Kebijakan

Sebenarnya telah agak lama beberapa abli dan pengamat ma;alah Jepang
menggambarkan proses pengambilan kebyakan di Jepang se_baga.\ kaku, kurang
luwes bergerak (fmmobile), dan reaknf. Kent Calder, misalnya, rpgnycbut
Jepang sebagai negara reaktif (reactive state), karena adanya dpa cin utama
yaitu: (/) the state fails to undertake major independent fgrelgn economic
policy initiatives when it has the power and national incentives to do 50, and
(2) it responds 1o outside pressures for change, albelt C-:r!ZDZZ”}{ L.f.r;_»ysz‘amanfcaﬂyt
and often incompletely® Sebenarnya masalah pengambilan kc;.)u‘tusan di
Jepang telah lama menyadi obyek studi. Svatu studi tentang haJ ini tentang
kasus sebelum Perang Dunia I oleh Michael Blaker, misalnya, mempc*rhhaﬂcan
bagaimana proses pengambilan kebijakan luar negen da Jepang mchba_[kan
banyak sekali aktor yang ditandai oleh adanya kompetisi yang partikulanstik,

Kenneth B. Pyle, Japan [mmobilism, testimoni dihadapan Subcommilec on Trafie of u_u: Ways and
Means Committee, LS. House of Representatives, 15 Juli 1998, T.1. Pempel, “Regime Shift : Japanase
Politics in a Changing World Economy™ dalam Journaf of Japanese Studies, vol 23, ne. 2, 1997, hal.
333-361.

Kent E. Calder,  Sapanese Foreign Ecooomic Pelicy Formagion: Explaining the Reactive State”, dalam
World Politics, vo. 40, Juli 1988, p. 519.
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sehingga “ competition and compromise was built ipto the System even then;
no single group wielded uncontested political authority.® Sedemikian banyak
aktor yang terlibat dalam proses tersebut sehingga tidak jelas siapa yang
sesungguhnya “berkuasa” untuk mengambil suatn kebijakan tertentu di Jepang
atau dalam stilah Wolferen “..2 complex of overlapping herarchies... it has
no peak; it 1s a truncated pyramid’ *

Selain itu, terdapat juga pendekatan yang melihat pentingnya faktor budaya
dalam menjelaskan rumitnya proses pengambilan kebijakan di Jepang. Takashi
Inoguchi, misalnya, melihat keupikan budaya politk Jepang dimana consen-
sus-budding preferenceselalu memainkan peran penting dalam semua jenjang
pengambilan keputusan. Sifat kultural seperti ini menghasilkan dinamika
pengambilan kebijakan yang unik, karena setiap kelompok kepentingan atau
partai politik memerlukan waktu yang lebih lama untuk menentukan pOsIS1
mereka dalam suatu isu, dan akibatnya proses deliberasi untuk menghasilkan
kerangkakerja konsensus juga akan lebih panjang. Faktor ini yang membuat
Jepang terkesan menjadi negara yang kakau dan lamban dalam bereaksi
terhadap masalah-masalah internasional atau domestik yang memerlukan
keputusan yang cepat dan tepat. Akan tetapy, menurut Inoguchi, kondisj
semacam ini memiliki juga kelebihan: sekali konsensus tercapal, maka
impelmentasi kebijakan akan lebih solid and steady, karena semua pihak merasa
ikut bertanggungjawab terhadap kebijakan yang diambil ’

Bila proses pengambilan kebijakan di Jepang ditandai oleh banyaknya aktor

yang terlibat, masalahnya siapa yang sesungguhnya “memerintah” di negara
tu?

Michael Blaker, “Probe, Push and Panics: the Japanese Tactical Style i International Negotiation”
dalam Robert Scalapino. ed., The Foreign Policy of Modern Japan, (California: The University of
California Press, 1977), p. 99.

Karl van Wolferen, The Enigma of Japanese Power- People and Politics in 2 Stateless Nation, (London.
MacMillan London Limited, 1989).

Takashi Inoguchi, “The Nature and Functioning of Japanese Politics”, Government and Opposiven,
vol. 26, no. 2, Spring 1991, hal. 186. Robert J Smith, “The Cultural Context of Japanese Political

Economy” in Shurmpei Kumon and Henry Rosovsky, The Political Economy of Japan: Cwiural and
Social Dynamics, (Stanford: Stanford UP, 1992).
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Beberapa studi tentang politik pengambilan kebijakan d.1 Jepang dalam era
pascaperang kebanyakan melihat bahwa aktor yang domman dalarn proses
iu adalah birokrasi yang melalui kementerian yang terkait memiliki jurisdiksi
atas suatl su atau bidang tertentu.® Dalam hal ini, peranan gezzkyo&ru" dalam
pirokrasi sangat penting. Dalam proses industrialisasi, sebagai contoh,
hubungan antara genkyokudengan aktor swasta sangat erat, karena (1) mercka
pertanggungjawab dan berkewajiban menjaga agar sektor yang dibawah
wewenangnya tidak dalam kesulitan, (2) mereka juga cenderung untulf
menikmati otoritas dan kemudian memperluas otoritas terse_but, dan (3) di
pihak lain, sektor swasta juga menikmati proteksi dari birokrasi bersangkutan,

Berbeda dengan sistem poliik AS, misalnya, dimana fungsi rule-making
ditentukan dalam Senate atau lembaga kepresidenan yang dlbantq oleh St?{)f
ahli mereka, di Jepang kebanyakan rancangan UU dituhs di dalam l?erkIaSL
Oleh karena sebagian besar RUU ditulis oleh para birokrat, maka tidak heran
bila salah seorang Japanologist, T.J. Pempel menglmgka_pkan ba_h_wa “ ]?Jf
emerging picture is of an increasing proportion of the serious po_]mca] policy
making in Japan taking place ouside the public arena of the Diet and lllmdcr
the increasing control of a democratically unresponsible burc.'a ucracy Ha!
serupa juga disimpulkan oleh Chalmers Johnson yang menﬂm bahwa birokrasi
“...make most major decision, drafls virtually all Jegzlslaaoq, control the n:az-
tronal budger and ... source of all major policy innovations in the systerr”.
Kekuasaan birokrasi ini selain dilakukan melalui kemampuannya untuk

4

Ryutaro Komiya, T2e Japancse Economy: Trade, Industry and Government, (Tokyo' Uaniversity of
Tokyo Press, 1990), hal. 1S and 297.

Genkyokugdalah biro, divisi, atau seksi dalam departrmen tertentu, yang memiliki jurisdiksi atas bidang
LeTtentu.

Albert M. Craig, "Functional and dysfunctional Aspects of Government Burleaucra»cy” Qzlam Ez_n} 1N
Vogel, (ed ) Modern Japanese Organszation and Decusion-Making, (California: Unjversicy of Califor
nia Press, 1975).

T.J. Pempet, “Japanese Economic Policy’ The Domestic Bases for International Behavior”, dalam Pe-
terJ. Kawzenstein, (ed.), Berween Powerand Pleaty- Foreign Econornic Policies of Advanced Industnal
States, (Madison: University of Wisconsin Press, 1978).

" Chalmers Johnson, MITT and the Japancse Miradle, (Tokyo: Charles E. Tuttle Co., 1982),
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menyusun RUU, juga karena dalam praktiknya, birokrasi mengendalikan
aktor-aktor yang berada di bawah junisdiksinya melalui berbagai mstrumen,
seperti admunsitrative guidance, bureaucratic ordinances and persuasi.”

Secara historis, ada beberapa argumen yang mendukung tesis bahwa posisi
birokrat dalam proses pembuatan kebyjakan sangat pening di Jepang. Menurut
Johnson, ini disebbakan karena semua politisi LDP (Partai Liberal Demokrat
yang berkuasa se\jak tahun 1955 sampai 1993) lebih memfokuskan
perhatiannya pada masalah pertarungan faksional, sehingga sernua yang
berkaitan dengan masalah tekmis dikerjakan oleh birokrat." Selain itu, birokrasi
juga dianggap memiliki kemampuan dap mnformasi yang lebih baik daripada
politisi untuk menyusun suatu kebyakan dalam bentuk RUU. Selama masa
pendudukan, birokrasi juga memegang peran penting karena menjadi satu-
satunya institusi yang utuh setelah perang dunia IT, karena tiga rival lainnya,
yaitw militer, zarbatsu, dan kantor bagian rumahtangga kekaisaran, telah
dihancurkan oleh pemerintahan pendudukan, setelah Jepang kalah perang.
Kekuasaan birokrasi ini semakin kuat juga karena memiliki otoritas untuk
mengontrol alokasi sumberdaya ekonomi, seperti kredit perbankan, devisa,
Lisensi import dan lain-fain. Dalam hal im, birokrasi juga diuntungkan oleh
kebijakan indirect rule pemerintah pendudukan, karena birokrasi dianggap
sebagai aktor politik yang netral.”* Sementara itu faktor lain yang ikut membuat
birokrasi lebih kuat dari para politisi adalah karena politisi eks-birokrat (kanryo
sezfika) dalam LDP lebith dominan dan senior daripada politisi murni (10jinha),
sehingga mereka memiliki hubungan yang dekat dengan birokrasi.

Dominannya peranan birokrasi dalam proses pengambilan kebijjakan di
Jepang sebenarnya sangat terkait dengan perkembangan poltik pasca tahun
1955. Pada dekade tersebut pemikiran politik di Jepang didominasi oleh garis
kebijakan konservauf (hoshu honryu atau conservative policy line) yang
gagasan awalnya dapat dilacak dari PM Shigeru Yoshida (1946-1947). 1deologi
politik ini pada dasarnya didirikan atas 3 pilar pokok, yaitu (1) menerima

Untuk eksplorasi tentang pandangan bahwa birokrasi sangat dominan, lihat Michio Muramatsu dan
Ellis S. Krauss, “Bureaucrats and Politicians in Policymaking: The Case of Japan” dalam 4merscan
Political Science Review, 78: |, March 1984, p. 128-129

Chalmers Jonhson, “Japan' Who Govern? An Esay op Official Bureaucracy” dalam Japan: Who Gov-
ern? The Rise of the Developmental State, New York WW Norton and Co., 1995)

Masaru Kohno, Japan’s Postwar Party Politics, (Princeton Princeton University Press, 1997), p 22.
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konstitusi baru pasca perang yang didesain oleh Amerika Serkat, (2)
membangun hubungan pertahanan yang erat dengan Amertka untuk
mengurangi beban ekonomi dalam bidang pertabanan, serta (3) melakukan
wonsentrasi kepada manajemen ekonomi yang mengarah kepada rekonsiruksi
ekonomi nasional pasca perang dunia. Implementasi praktis dari gagasan ini
adalah terpentuknya koalisi politik antara LDP dengan beberapa kelompok
yang secara tradisional sangat kuat dan mendukung ideologi konservatif ini,
termasuk birokrasi. ‘¢

Gagasan konservatif ini ternyata mendapat dukungan luas dan masyarakat
Jepang. Imi dapat dilihat dari perolehan suara LDP dalam pemilu dalam tahun
[950-an yang jauh mengungguh dukungan terhadap partai sosialis. Tabel 1
menggambarkan dukungan terhadap kouservatif seperti tercermin dalam
perbandingan peroleban kursi antara partai konservatif dengan partai progesif
dalamn pemilu 1958. Dengan dukungan suara yang besar terhadap ideolog
konservatif dan posisi mayoritas LDP di parlemen, maka pemerintah
konservatif dapat lebth mengkonsentrasikan dini pada upaya mendorong
pertumbuhan ekonomi karena beban pemerintrah yang relatif kecil, terutama
yang berkaitan dengan pertahanan karena mendapat dukungan dari Amerika.
Yang lebih penting adalah, bahawa dalam konteks dukungan yang luas
terhadap ideologi konservatif, pemerintah hanya menghadapai tuntutan-
tuntutan politik yang terbatas, karena pertumbuhan ekonomi menjadi satu-
satunya tujuan politik, sehingga tuntutan terhadap sistem politik lebih terbatas
dan bisa diakomodasikan.

Birokrasi sebagai aktor yang memiliki preferensi ideologis dekat kepada
konservatisme dapat dengan mudah menterjemahkan semua tuntutan politk yang
masih terbatas ini menjadi kebijakan, Dukungan yang besar terbadap ideologi
konservatf dapat dikatakan membuat proses pengambilan kebijakan di Jepang
pada saat itu tidak diwarnai oleh konflik kepentingan yang intensif, yang
memburuhkan proses negosiasi, kompromi atau mediasi politik. Dengan demikian,
politisi konservatif dapat “menyerahkan” proses penyusunan kebijakan ini kepada
birokrasi, karena semua aktifitas ini hanya meruapakan kegiatan teknis-adminis-
tratif yang rutin, dengan muatan isu politik yang relatif rendah.

" Michio Muramarsu dao Ellis S. Kraus “The Conservative Policy Line and the Development of Pat-
terned Pluralism” dalam Kozo Yamamuca dan Yasukichi Yasuba, The Political Economy of Japan:
The Domestic Transtormation, (Stanford, California: Stanford University Press, 1987)
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Tabell.
Perolehan Kursi dalarm
Parlemen Naslonal Satelah Pemilu 1958

Partai Jumiah Kursi
LDP 298
JSP 167
Komunis 1
Lain-Lain 1
Jumiah A67

Sumber : Masumi Ishikawa, Deeta Sengo Segr-shi, dalam Masary
Kohno, fapan’s Postwar Party Politics, (Princeton: Princeton Unt-
versity Press, 1997), hal . 118.

Dapat konteks pemahaman semacam 1ni dapat dikataan bahwa
sesungguhnya sejak LDP terbentuk tahun 1955, politisi memiliki pengaruh
besar dalam pengambilan kebijakan di Jepang. Akan tetapi, karena ndak
terdapat kebutuhan untuk melakukan “kompromi” dalam proses pembuatan
kebijakan, maka semua menjadi prosedur rutin yang bekerja dalam pagar-
pagar ideologi konsrrvatisme, sehingga koordinasi antara birokrasi dan polinast
berjalan lancar. Konteks semacam ini bisa menjelaskan mengapa birokrasi
berperan penting dalam proses pengambilan kebijakan, tetap: tanpa
mengabaikan kenyataan bahwa politisi sangat berperan penting dalam proses
int. Birokrat memiliki kekuatan besar dalam menentukan suatu kebijakan,
karena politst memperoleh jaminan bahwa kebijakan tersebut adak akan
menyimpang dar kerangka ideologi kouservatisme.

Secara de facro para politisi secara rasional mendelegasikan kewenangan
untuk menyusun RUU kepada birokrasi, karena secara aktual sebenarmya
para politisi ini memiliki instrumen yang kuat untuk racngontrol birokrasi iru
agar tetap berada dalam preferensi polittk konservatif. Ini dilakukan dengan
berbagai cara, antara lain (a) mempertahankan kekuatan veto terhadap apapun
yaug dikerjakan oleh buokrasi di tangan parlemen, karena politisi dapat
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melakukan veto terhadap regulasi yang dibuat birokrasi, (b) po]i_tisi melakukan
kontrol teradap kanr birokrat, terutama karir yang dinikmat setc}aﬁ masa
pensiun di beberapa perusahaan swasta yang dekat dengan_pam pohu_m, serta
(c)dapat melakukan monjtoringterhadap birokrat lca:cng birokrat semo_r_akan
menjadi politisi atau melalui konstituen yang komplain depgan kebijakan
birokrasi, sehingga politisi dapat melakukan intervensx_ dalam proses
pengarbilan kebijakan dalam birokrasi sehingga dalam jangka panjang
membuat birokrasi lebih responsif terhadap tuntutan pendukung partal
wonservatif, 7 Seperti yang dikatakan Campbell bahwa “... once the LDP
was organized in 1955, this single majority party became responsible for Japa-
nese public policy” '*

Meskipun birokrasi memegang pernana penting dalam proses pgngambﬂa a
kebijakan ekonomi Jepang, tetapi satu hal yang tidak bisa diabaikan ad_alah
tingginya konflik internal birokrasi sendin dalam suatu isu tertentu. Meskipun
birokrasi memegang peran penting untuk secara teknis menyusun RUU, tetapt
persoalan yang sering timbul dalam politik Jepang adalah konflik internal
dalam birokrasi dalam menentukan jurisdiksi yang oleh karena perkembangan
tertentu bisa saja diklaim oleh berbagai kementerian atau, dalam kasus isu
baru, belum ada jurisdiksi yang jelas siapa yang bertanggungjawab terpadap
suatu masalah (baru) tertentu.® Oleh karena itu, dalam menciptakan kebijakan
ekonomi sening terjadi tarik-menarik kepentingan politik yang bersifat
konfliktual.*

Pada tahun 1960-an, ada eberapa perubahan politik di Jepang yang
menuntut politisi lebih akuf dalam proses pengambilan kebijakan. Pada
dasawarsa tersebut garis kebijakan konservatif mengalami perubahan yang
mendasar. Sebagai akibat ken\berhasilan ekonomi pemenntah konservatil

" Ramsever and Rosenbluth, Japan Politcal Marker Piace, (Cambndge, Massachusents: Harvard Uni-
versity Press, 1997), p. 107-119

e S Kt

pell, " Democracy and Bureancracy in Japan™ in Takeshi Isbida and
ap (Pymsburgh: Umiversity of Pitisburgh Press, 1989), p. 123.

John Creigt

Democrac

Craig, op.ct., p. 13-17.

™ Sebaga: contoh, kebijakan pertanian Jepang tidak lagi merupakan Jurisdiksi gksklusi{ di rhaw.ih
Departemen Penanian, Kehutnan dan Penkanan (MAFF), karena tekanan-tekanan 1]1?#’.‘1’:1?1_\‘{{)1 1t dalam
isu liberalisasi pertanian juga menyangkut masalah diplomasi internasional yang.di_]a.lmk;m MOFA
Dalam hal peruabahan kebijakan tertentu yang berada dibawah departmen tertentu juga mcmpmggrulu
masalah alokasi dana yang dibawah kendali Departemen Keuangan (MOF) Saling tumpang tindih
semacam ini menimbulkan konflik antardepartemen yang sering terjadi di Jepang,
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sejak tahun 1955, di Jepang muncul satu segemen masyarakat baru yang disebut
sebagai new middle mass(NMM). Berbeda dengan pendukung konservatisme,
NMM memiliki karakter " serong trends at the mass level toward greater eco-
nomic equality; an emphasis on political equality but managerial administra-
tuve elites based on mentocratc standard and priority for mass cultural and
consummaltory (as opposed 1o mstrumental) values™' . Mereka sangat peduli
terhadap masalah-masalah yang muncul sebagai akibat dari industrialisasi
dan sangat kritis terhadap kebijakan growth orientedyang dianut pemerintah
konservatif. Mereka menuntut pemerintah agar lebih sensitif terhadap isu-isu
baru, sepert: lingkungan, pelayanan sosial dan fasilitas umum.

Kondisi im: memiliki pengaruh besar dalam politk kepartaian di Jepang.
Diwilayah perkotaan, kelompok kiri dan partai-partai yang mengidentifikas)
din dengan gerakan “anti-ind ustri” mulai memperoleh dukungan yang cukup
besar. Sementara i, dukungan terhadap partai-partai yang berorientasi kepada
kebyjakan “negara kesejahteraan” menjadi lebih kuat, seperti tampak pada
kenaikan perolehan suara yang dialami Partai Pernerintah Bersih (KXomeito)
dan Partai Komunis Jepang. Sementara itu, dukungan terhadap LDP dan
partai Sosialis mulai menurun, yang sekaligus berarti politik di Jepang
memasukul pertode baru dimana dikotomi progresif-konservatif mulai
memudar, seperti terlihat dalam tabel 2.

Tabe) 2.
Distribusl| Kursi dalam Parlemen
Setelah Pemilu 1969

Partai : Jumiah Kursi
LDP [ 300
JSP o0
DSP 32
CcGP 47
JCP | 14
Lain | 3
Jumdah i 486

Sumber: Masumi Ishikawa, Deeta Sengo Seiji-shi, dalam Masaru Kohno,
Japan's Postwer Party Pofitics, (Princeten: Princeton University Press, 1957).
hal. 118.

" Michio Muramatsu dan Eliis S, Kraus, op. csr . 1987, hal 526,

¥ Yasusuke Murakami, “The Japanese Model of Political Economy” dalam Yamamura and Yasuba,
1hid, p. 59-63.
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Menghadapi perubahan ini, LDP mengambil strategi baru, dengan
melakukan transformasi terhadap ideologi konservatif dan mengakomodasikan
perbagai tuntutan baru dari massa menengah baru tersebut. Adaptasi tersebut
diaktualisasikan dalam beptuk “maintain the (conservative) policy line bur to
broaden and redefine the meaning of “development’” to inc/ude NMM con-
cerns” ® Sebagai ilustrasi, parlemen yang dijuluks * poffution Dret” tahun 1970
mengesahkan berbagai UU mengenai perlindungan Imgkungan, mcshpun harus
mengalami tarik-ulur dengan kelompok bisnis yang kurang peduli dengan
perlindungan fingkungan. Selain itu, PM Tanaka (1972-1974) mengetuarkan
kebijakan yang disebut sebagai “ Remodelling of the Japanese Afc/upc/ago"l
dengan tujuan merelokas: industri ke pedesaan dan perbaikan mﬁastru_krur dx'
kawasan pedesaan. Ini dilakukan untuk memenuhi dua tuntutan sekaligus, di
satu sisi industi memiliki kesermpatan untuk mengatasi masalah tanah yang
semakin mahal, disisi lain tuntutan lingkungan di perkotaan bisa diakomodasi
sambil memberikan kesernpatan pengembangan ekononui di pedesaan Jepang.

Penyesuaian terhadap tuntutan baru juga dilakukan dengan menyediakan
anggaran yang lebih besar dalam sektor kesejahteraan sosial. Ini diperlihatkan
dan kenaikan anggaran kesejahteraan sosial, dan 18-19 persen pada tahun 1960
an sampai awal 1970-an menjadi 26-28 persen pada tahun akhur 1970-an dan
awal 1980-an. Kondisi ini juga kemudian dikuti oleh semakin besarnya julah
anggaran belanja pemerintah dan kemudian menghasilkan defisit anggaran yang
semakin besar, terutama setelah pajak menurun akibat o/ shock tahun 1973-
1974. Akibatmya. ketergantungan anggaran menjadi besar pemerintah terhadap
bond (obligasi, yaitu utang domestik) menjadi sangat besar, sekitar 25 persen
sejak tahun 1975.* Bersamaan dengan kejutan minyak, tekanan internasional
terutama dari AS agar Jepang dapat berperan sebagai mesin penggerak
perturnbuhan ekonomi dunia juga membuat kebutuhan anggaran pemenntah
menjadi semakin besar lagi.Z Dalam situasi dimana sumberdaya ekonomi sangat
terbatas seperti itu, alokasi anggaran menjadi masalah polink yang sensitif.

L]

fbid, p 529

* Anggaran berimbang dihapuskan sejak mhun 1965 lalu pemerinzh mular mengeluarkan boad Sampai
tahun 1974, ungkat rasio ketergantungan terbadap bond(yaiyru perbandingan penghasilan dari bond
terhadap total penerimaan pemerinth) adalab kurang dani 10 persen. Yukio Noguchi, “Public Finanace”,
dalam /bid., p. 192-193.

Bahkan meskipun PM Takeo Fukuda dikenal scbagai pendukung “and-spending” tetapi tch tetap
menyerah kepada mntutan politik in1,. Ketika PM Masayoshi Ohira anenginginkan kenaikan pajak
uniuk mengkompensasi defisit anggaran yang semakin besar, pada whun 1979 [LDP kehilangan 30
kurst. fbrd hal 536.

JSP - Volume 3, Nomor 1 — Juli 1999 49



Dimenst Politik Dalam Krisis Ekonomi Jepang Nanang Pamuji Mugasejan

Perubahan politik tersebut juga ditandai oleh semakin banyak kelompok
kepentingan yang ikut mangartikulasikan kepentingan mereka melalu1 LDP.
Untuk mengakomodasikan tuntutan mereka pada tahun 1970s, LDP praktis
telah berubah menjadi partai yang mendekati “ catch-al?’. Perubahan strategi
ini juga didorong oleh semakin kuatnya kedudukan oposisi dalam Diet yang
dikena! sebagai peniode Aokaku hakuchu, dimana jumlah kelompok oposisi
dalam Diet hampir mengimbangi perolehan kursi partai konservagf.

Perubahan-perubahan tersebut sangat berpengaruh terhadap mekanisme
dan akiror yang terlibat dalam proses pembuatan kebjjakan di Jepang. Pertama,
seperti dikatakan tadi, munculnya NMM membuat basis koalisi konservatif
bertambah luas dan bersifat lebih pluralistik, karena harus mengakomodasikan
runtutan-tunrutan dan kepentingan politik yang beragam serta mengabsorbsi
kelompok-kelompok kepentingan yang semakin banyak. Kedua, dengan
tekanan poliik yang semakin luas tersebut ditambah dengan kelangkaan
sumber ekonomi akibat oil shocks tahun 1970-an, alokasi anggran kini menjadi
sumber konflik yang sangat inteusif dalam polink Jepang. Ketiga, semakin
ninggi intensitas konflik membuat aktifitas mediasi, negosiasi, serta kompromi
politik semakin semakin diperlukan. Dalam kondisi ini, peran tradistonal
birokrasi dalam pembuatan kebjjakan mulai tergeser oleh semakin aktifnya
para politist konservatif dalam proses mediasi, negosiasi dan mencan
kompromi tersebut. Perubahan inilah yang mendorong munculnya sistem
politik yang disebut sebagai “pluralisme terpola” (patterned pluralism).*

Pluralisme terpola ditandai oleh karakter pengambilan keputusan yang
bersifat pluralis, dalam arti bahwa pengaruh politik unfuk menentukan atau
mempengaruhi suatu keputusan tersebar di antara berbaga; macam aktor,
dan kelompok kepentingan memiliki beberapa tiik akses ke dalam proses
pengambilan kebijakan, serta terdapat hubungan yang konfhktual dalam proses
untuk mempengaruhi pengambilan kebyjakan. Namun demikian, pengaruh
kelompok kepentingan tersebut diakomodasikan dalam suatu “negara yang
kuat” sehingga pluraliste terpola ini memiliki beberapa karakter yang spesifik,
vaitu (1) pemernintah dan birokrasi kuat, tetapi dipenerras: oleh kelompok
kepentingan dan partai politik, yang disebabkan karena batas antara negara
dan masyarakat bersifat kabur karena integrasi kelompok kepentingan

* Muramatsu dan Ellis $. Kraus, op. ar,
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Namang

masyrakat dengan pemenintah dan adanya intermediasi yang dﬂ_aniukali oleh
partal politik, (2) integrasiantara masyarakat dan negara dlmtlng}n an karena
adanya satu partai catch all yang berkuasa dalam jangka panjaqng, (3) tetap
ad;m:;a terdapat ideological cleavage antara pa rtal yang berku%lai iifs n‘ parta:
opos{si. Seperti dinyatakan oleh Muramatsu @n Krau»a bahwa Jz_e ,m’ura;-~
jsm’ of a system with fairly wide acces, a wide vanety of competing actors
with influence on policy, and a fair degree of responsiveness ‘by state (0 Socl-
etal interest, therefore, 15 ‘parterned’ by relatively fixed and institutionalized

party, burea ucratic and ideological oes” ¥’

Gistem demikian dapat terbentuk karena partai yang berkuasa harus tetaqf
membuka diri terhadap kepentingan masyarakat luas, agar tetap dapar
mempertahankan dominasinya. Partal juga haru_s mempertahankaq
Keterbukaan ini karena adanya persaingan politik dan 1del_olg1.s dengan parta!
oposisi. Sedangkan, birokrasi juga secara tradisional me_rmhki hubu_ng,an_ erat
dengan kelompok-kelompok kepentingan yang l_oemda <_:11 bawah }mndlk__smya.
Dalam kondisi demikian, hubungan antara bagian dan bu'olfram, partai vang
berkuasa, serta kelompok kepentingan yang memilika kt?pennngz_ln sama akaq
terlembagakan dan membentuk suatu “ jaringan_i.nteraksf' yang disebut sebagai
subgovernment yang ditandai dengan akuifitas Polltlk mformgl yang
sesunggunya merupakan proses pengambilan ke_buakan yang pahn_g nt,
selungga juga sering disebut sebagal proses “pre—D}et” arau malahan disebut
sebagai politik dibalik pmtu tertutup (rrusshitsu seifl).

Proses koordinasi untuk mencapai kompromi dalam satu kebijakan tertentu
dilakukan melalui deliberasi yang dilakukan oleh berbagai aktor. Yang pz'lhng.
signifikan adalah peranan politisi (partai politik) dalam proses koordinasi
kebijakan yang konfliktual tersebut. Kelompog kepentmgz.m’ yang
terlembagakan —dalam sektor ekonomi bnsms _pcrtan_Jan dan pendidikan—
biasanya lebih cenderung untuk mempengaruhi birokras, sedzu_ngkan kelompok
kepentingan yang kurang terlembagakan dan dcr‘xgan'lgepennngan baru akan
cenderung menggunakan akses ke politisi (partal politk).

Kondisi semacam inl membuat hubungan antara bir_okra.si dan parpql
dalam proses pengambilan kebyjakan menjadi sanga? penting. Dalam hal ini,
birokrasi semakin lama semakin kurang kemandiriannya, karena semakin

&

[bid, hal 538.
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kuatnya pengaruh partai oleh karena munculnya isu-isu yang baru. Sehingga,
berbeda dengan beberapa dasawarsa yang lalu, para birckrat semakin sering
harus melakukan konsultasi ke partai politik, melalui Policy Afarrs Research
Commuttee(PARC, seimu chosakai)di dalam LDP dalam rangka memutuskan
kebijakan tertentu, sebelum secara resmu masuk ke parlemen. Dalam konteks
ini, peranaun politisi semakin besar, bahkan dalam proses mediast kepentingan
antara birokrasi dengan kelompok kepentingan tertentu.

Peranan PARC dalam proses pengambilan kebijakan adalah seperti “pre-
parliamentary Jegislanwe”. PARC memiliki 17 bukai(divist), yang paralel dengan
orgarusasi kementerian dalam pemerintah dan komite dalam Diet, dan 30 komnisi
(chosakad).® PARC sesungguhnya merupakan organ infi pengambilan kebijakan
di Jepang, karena mereka memiliki jaringan komunikasi erat dengan birokrat,
kelompok kepentingan dalam masyarakat dan anggota zoku untuk mencapai
kompromi, bargaining dan deliberasi dalam memutuskan suatu isu tertentu.
Oleh karena sampai tahun 1993, mayonitas parlemen dikuasai oleh LDP. maka
senap hasil kompromi tersebut dapat dipastikan akan lolos menjadi UU d: dalam
persidangan resmi parlemen Jepang.” Namun demikian tidak tertutup
kemungkinan bahwa konflik-konflik internal LDP dalam suatu isu tertentu masih
tetap berlanjut, meskipun deliberasi dalam PARC sudah menghasilkan
kesepakatan yang akan diajukan ke dalam parfemen. *
berkembangnya zoku, yaitu anggota parlemen yang melakukan spesialisasi pada
sektor “tertentu”. Zoku terdin dan “Diet members who have a considerable
amount of expertise and practical experience about 2 particular area of govern-
ment policy and enough seniority m the party to have influence on a contunuing
basis with the ministry responsible for that policy area” ' Zoku adalah suam

* Divis 1ni terdiri dari divis: kantor perdana menten, urusan dalam negen, pertahanan nastonal, urusan

hukum, hubungan luar negen. keuangan, pendidikan . masalah sosial, perburuhan, periaman dan
kehutnanan, perikanan, perdagangan dan industi, ransportasi, komunikasi, konstruks, sprek. dan
hngkungan . Lihat hop/ /wwwjirain orjp/jimin/enghsh /e-index html
Pada tahun 1983 LDP berkoalisi dengen New Liberal Club, tetapi karena kelompok ini merupakan
sempalan LDP, maka odak ada perubahan berrati dalam hegemont LDP

" Bradley Richardsan, Japapese Democracy, New Haven: Yale University Press, 1997) p. 68-9.
Takashi [noguchi dan lwai Tomoaki, “Zoku giin " no Kenkyu. Jiminto Seden on Gywiru Shuyakutact,
(Tokyo: Nihon Keiza: Shimbunsha, 1987) dan Gerald Curtis, The Japancse Wayof Politics, (New York
Columbia University Press, 1988), cf. Leonard J. Schoppa, ' Zoku Fower and LDP Fower: A Case Study
of the Zoku Role in Educanon Policy” dalam Journal of Japapese Studres, vl 17.na 1, 1991, hal 81
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pola pengelompokan informal dia_ntg.ra anggoia Dicli yang ‘I_)erasal dz\r;) 1;11:;
yang disusun menurut jenjang semoritas danl bxdang .31.111d1k51 1Iex't§n\t}; C S
éejam}m}-'a. anggota zokupada awa]nya menjaFix anggota komite £ RCunks
pukaitertentu, dan kemudian melewati berbagai tahap sebelum menjadi mentic

dalam kabinet.

Tabel 3. Perjalanan Karir Potitisi LDP

Term in Office Party or Government Post
tahun ke-1 | anggota komite PARC
| i i { n political
ke-2 sekretaris komite parlemen p¢
e vice-minister wakil ketua komite PARC
tahun ke-3 ketua komite PARGC

sekretaris wakil partai direktor biro

ke-5 | .
fahun ke-4 slae | jam LDP posisi tertentu dalam faksi
I da o}

j

ahun ke-5 atau ke-6 posisi dalam kabinel

Sumber: Ramsevyer and Rosenbluth. Japan's Poiiical Markelplace.,
(Massachusetls, Harvard University Press, 1997}, p. 86.

Dengan menjadi anggota PARC pada awal masa karumnya, udak be:artz
secara otomatis pada saatnya nanti anggota tersebut akan mema@x_ anggo
zoku, Untuk menjadi anggota (atau ketAua) zgku,_seorang politisi hz;crlus
menunjukkan komitmen, keahlian dan orientast politiknya pada SamPS';jh o;
tertentu yang dipilih, seperti konstruksi, pertanian atau perdagangan. Lkin
sektor tersebut berhubungan dengan kepentingan polm_g untuk me?dapa ]
dukungan suara dan dana pobuok bagi karln_lya sendiri. Pengarun _zokv ni
dilakukan secara informal dan formal. Secara informal, mc}alux bukaranggota
zoku dapat mempengaruhi kebijakan kebijakan yang dmmbﬂ oleh kemen;aexllarg
tertentu yang sedang mencari dukungan bag persetujuan anggargixll ’ U;a "
parlemen dari anggota LDP. Sedangkan pengaruh secara formal, dua
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pada saat anggota zoku tersebut menjabat sebagai menteri dalam kabinet.
Perapan menteri dalam kabinet sangat penting, karena ia menjadi jembatan untuk
proses negosiasi natara para birokrat dengan politisi, baik yang menjadi anggota
zoku dzlam parlemen atau dalam PARC. Ofeh karena para menteri ini adalah
para politisi, maka ia punya pengaruh besar dalam mempengaruhi preferensi
kebijakan birokrasi agar sesuai dengan kebijakan partai LDP* Pluralisme
kepentingan dan dukungan yang berkembang dalam LDP dan reorientasi L. DP
menjadi partai catci-all telalh membuat tarik-menarik dan deliberasi dalam
subgovernment menjadi penting dalam proses pembuatan kebijakan.

Dengan menonjolnya peranan polink subgovernmentitu, membuat secara
praktis, ini pucuk pimpinan LDP dan yang sekaligus menjabat sebagai perdana
menteri berada dalam posisi lemah untuk mengambil inisiatif kebijakan yang
independen. Perdana menteri hanya merupakan simbol tertinggi dalam
pemerintahan, dan hanya sedikit memiliki kekuatan politik vang riil untuk
menentukan kebyakan. Kekuasaan PM selalu mendapat konstrain dari
berbagal kelompok. Selain beberapa aktor yang disebutkan masuk dalam
Janngan subgovernment1adi, posisi PM juga lemabh karena pengaruh politik
faksionalisme dalam LDP, *

Periode Pasca Hegemoni LDP

Struktur pengambilan kebijakan yang terlembagakan selama masa dominasi
LDP tersebut tidak berfungsi selama periode sejak Agustus 1993 sampai dengan
Juni 1994, ketika LDP menjadi partai oposisi dan pemerintah Jepang dikuasai
olel_l koalisi partai-partai dibawah PM Morihiro Hosokawa dan Tsutomu Hata.
Alqbat dari runtuhnya kekuasaan tunggal LDP, mekanisme pengambilan
kebyjakan yang berpusat di dalam subgovernmentjuga mengalami perubahan.

!noguchi dan [wai mencatat bahwa dalam era birokrasi yang dominan, zokuberfun gst sebagai anjing
pe_njaga_{b._mkzp) yang mendukung gagasan birokrasi. dalam perkembangan lebih Janjut, posisi zedu
it menjadi l_ebxli dommlan dalam menentukan kebyjakan dibandingkan birokras, sehingga fun gsinya
berubah dari anjing penjaga menjadi anjing pemburu (ryoken). Lihat Schoppa. op.arr., hal. 83-85.
Yl'ung H. P?.rh Bureauarats and Minssters ip Concemporary Japanese Government(California. Univer-
sity of California Press, 1986), khususnya bab V1.

Richardson, gp. gt p. 105-108
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Perubahan pertama terjadai pada struktur formal dalam lembaga yang
perperan menentukan kebijakan politik. Di bawah pemerintahan Hosokawa
proses deliberast untuk mengatasi konflik dilakukan dalam beberapa forum,
vaitu (a) lorum for executive member meeting of the governmenr and ruling
;p;zm'cs (seifu yotou shunou kaigy), (b) forum for top executive liaison meeting
berween the government and ruling parties (seifu yorou renraku kaigi), (c)
representative counct of ruling parties(yotou-daiiyousha-kaigi), (d) secretar-
1es committee of ruling parties(yotou kanjikan), policy secretaries commiltiee
(seisaku kanjikal), poligcal affairs secretaries commuttee (sermu kanjikai).
Semua forum tersebut berada dibawah kabinet dan ditujukan untuk
mengkoordinasikan kebjjakan diantara 8 anggota koalisi, terutama dijalankan
di dalam yotou-daihyousha-kajg. Dalam konstelasi politik baru ini, posisi
PARC digantikan oleh sessaku kanjika/

Meskipun Hosokawa dan hata berupaya untuk mengakhiri praktek pohitik
pintu tertutup dan membuat proses legislatif lebih transparant, tetapi dalam

‘kenyataannya praktek subgovernment tetap berjalan. Sama seperti

pemerintahan LDP sebelumnya, kekuatan politik dalam eksekutif juga
terpecah ke dalam berbagal aktor yang membuat posisi PM selalu mendapat
consoaint. PM Hosokawa berada di bawah bayang-bayang kekuasaan “garis
Ichi-Ichi”, yatu Ichiro Ozawa dari Shinseito dan Ichikawa Yuiichi dari
Komeito. Sementara itu, bersamaan dengan menurunnya pengaruh tradisional
PARC dan zoku dan karena hampir semua politis non LDP tersebut tidak
mermuiliki pengalaman dalam memenntah sebelumnya, kecuali dan Renewal
Party dan Sakigake, pengambilan kebyakan secara il kini berada kembal di
tangan para birokrat Jepang. * Pemerintahan Hosokawa juga mengalami
masalah faksionalisme seperti LDP, karena 5 partat dar 8 anggota koalisi
(Shinseiro, Nihon Shinto, Sakigake, Komeito dan Minshato) bersatu menjadi
satu faksi polick. Sementara praktek politik zoku juga diulang kembali oleh
anggota Diet dari Shinseito, yang meruapakan bekas anggota LDP. *
Satu-satunya sumber dukungan vang kuat bagl Hosokawa adalah dukungan
opini publik yang tinggl mencapai lebih dari 70 persen. Dengan popularitas
polink yang tinggy, Hosokawa berhasil melakukan terobosan dalam proses

i

Nakano Minoru, “The Changing Legislative Process in the Transitional Period”, dalam Purnendra
Jain and Takashi Inoguchi, Japanese Polines Today: Beyond Karaoke Democracy? (Melbourne.
Macmillan, 1997).

" Nakano Minoru, haf, 53-61
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liberalisas1 impor beras ke Jepang pada bulan Desember 1993. Namun
demikian, kekuatan politik informal membuat ia harus berkompromi dengan
LDP dalam masalah reformasi politik dan mengalamai meskipun gagal
menghadapi birokrasi dalam isu reformasi administratif dam isu kenaikan
pajak konsumsi*’ Pada bulan April 1994, Hosokawa digantikan oleh Tsutomu
Hata yang berlangsung hanya selama 2 bulan dengan satu-satunya tugas untuk
meloloskan RAPBN 1994,

Pada bulan Juni 1994, LDP kembali ke tampuk kekuasaan dengan
membangun koalisi dengan partai sosialis Jepang (JSP) dan Sakikage dibawah
pemerinatahan PM Tomiichi Murayama dari JSP. Murayama yang
sebelumnya gencar mengkritik kabinet Hosokawa karena menjalanan proses
pengambilan kebijakan yang tidak demokratis, berupaya kembali untuk
menghindarkan politik di balik pintu tertutup. Sebagai langkah awal ia
membentuk beberapa dewan deliberasi antara 3 anggota partai koalisi yang
disebut sebagai counci/ of responsible person ( Yorou sekininsha kazgr) dan
fdoor of leaders conference(innai soumukas) yang bertugas untuk memperkuat
keterbukaan dan democratic rule dalam parlemen. Selain ttu, Murayama juga
membentuk 18 “team proyek” yang anggotanya dusi oleh ketiga partai. Tim
ini berhubungan dengan berbagai isu spesifik yang dihadapi pemernintah.*

Seperti pemerintah koalisi sebelumnya, kabinet Murayama juga tidak lepas
dari pengaruh politik informal dan subgovernment. Faksionalisme dalam LDP
kint mempengaruhi proses pengambilan kebyjakan di dalam pemerintah koalisi,
sementara 1tu SDPJ juga mengalami faksionalisme antara kelompok kirt dan
kanan dalam partai tersebut, setelah partai itu mengubah prinsip-prinsipnya
pada bulan Agustus 1994 dan kemudian mengubah nama dari JSP menjadi
SDPJ. Kemandirian PM dalam menentukan keputusan juga techambat oleh
kuatnya rokoh eksekutif dari LDP yang duduk dalam berbagai lembaga
deliberasi, sehingga setiap upaya kompromi dalam satu isu akan lebih
membutubkan waktu dan tenaga.

Tomohito Shinoda, “Japan Decision Making under the Coaliion Governments”, Asian Survey, vol
XXXVTIL,: 7 July 1998, hal. 708-9

Terdiri dan welfare, administrasve reform, tax reform, economic policy, 50th anniversary of WW 1]
decem_:ab‘zauba of government power, human right and disenimination, new Ajnu Act, nonprofit
organrzatiom, insurance market access 1o labor ugon, Hanshin carthquake, disaster relief, Minamara

disease, information disclosure, religious corporation, finance and secunty, forest and greenery and
housing loar companjes. Libat fbid., p. 711
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Pada bulan Januar 1996, PM Tomiichi Murayama mengpndurkan din':
Pemerintah koalisi menunjuk pimpinan LDP, Ryuta;o Hashgnoto sgbagal
penggantjnyaA Dibawah pemerintahan Hashimoto, ker;asamg tiga partai tetap
dilanjutkan. Dalam pemilu bulan Oktober 1996, kembgh LD‘lD mencatat
kenaikan perolehan suara dari 211 kursi menjadi 239 kursi, sebahknya SDPJ
merosot dari 30 menjadi 15 kursi dan Sakigake hanya mendapat 2 kursi. anhm
3 partai dilanjutkan tetapi SDJP dan Sakigake memutuskap untuk rdak
berpartisipasi dalam kabinet Hashimoto kedua, karena posisi mgrekg yang
tidak menguntungkan. Sementara itu, koordinasi antarpartai tetap d)langutkan
terapi kenaggotaan partai non LDP hanya sangat minimal. Pusat pengambilan
kebijakan kembali sepenuhnya ke tangan PARC-LDP dan para politist zoku.

Pada tanggal 12 Juli 1998 diadakan permlu majelis tinggi d.engan hasil
yang mengecewakan terhadap LDP. LDP hanya menang _45 kursi Qan hgllya
memiliki kekuatan 103 kursi dalam majelis yang terdiri dari 252 kursi. Artinya,
I.DP kurang 22 kursi untuk memperoleh simple majonty. Akibat kf:munduruan
dukungan terhadap LDP, yang sekaligus merupakan reaksi protes atas
kebijakan ekonomi pernerintah, PM Hashimoto menyatakan mcngungiurkan
din.” Setelah Hashimoto mundur, PM digantikan oleh Keizo Obuchi. Oleh
karena pemerintahan Obuchi mengalami kesulitan untuk mendapat rpaypritas
dalam Diet, sejak 8 Januan 1999 LDP berkoalisi dengan partai Liberal
pimpinan Ichiro Ozawa. Koalisi ini kembal memperkuat posisi O;z_iwa yang
di dalam partai Liberal hanya muncul sebagai partai oposisi kecil. Tz_mk-
menarik antara Obuchi dan Ozawa selama dua bulan sebelum disepakatinya
pemerintahan koalisi memperlihatkan bahwa konﬂik-l;(pgﬂik di dalam
subgovernmentsemakin intensif dalam pemerintahan koalisi 11, dan membuat
posist PM kembali berada di bawah kekuasaan subgovernment dalam
mengarubil kebijakan, meskipun aktor-aktor yang terfibat dalam proses pra-
Dietini berubah karena masuknya partai Liberal  Kondisi in1 memperlihatkan
bahwa peta politik pengambilan kebijakan Jepang saat ini semakin kompleks.

¥ Japan Times, 13 Juli 1998.

® Selain masalah reinterprecasi terhadap konstutusi yang menyangkut peran militer SDF, Ozsza
mermperoleh beberapa konsesi dari LDP antara lawn, pengurangan jumlah pos kabme‘tldan 20 men_!adl
18 dan akan semakain dikurang pada tahun 2001, janji LDP untu membentuk sistem “ depury mimyster
“yang terdiri dari para poltiss untuk semakinmembatasi” kewenangan birokras dalgm proses
pembuatan kebijakan, dan penghapusan sistem yang memungkinkan birokrat d'al?at mewakh menteri
dalam acara tanya jawab dengan parlemen Ini ditakukan untuk memperkuat posisi Ozawa menghadapi
koalist birokrat dan politisi LDP.
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_ Tabel 4.
Distribusi Kursi Parlemen
Setelah Terbentuknya Koalisj LDP-Liberal

Lower House Upper House
| . —_— .
265 LDP 104
38 Liberai 12
303 Koalisi Partai Pemerintah 116
187 Partat Oposisi 136
500 Total 252

o died 5 T
Sumber. dioiah dan hilp-/fwww.bekkoame.or jp/~jneufferffilesBackissues/65.htm

Kesimpulan

Uraian _dialas memperlihatkan bahwa dn pengambilan kebijakan di Jepang
d_z[andag oleh bebe_rapa karakterutama, Pertama, proses pengambilan kcbijakaﬁ
pac%a umumnya dilakukan §ebagai “politics behind the closed door” (misshitsu
icgtr].;};\sehmgga prfsedur legislatif hanya bersifat rubber-stamping Inidilakukan
ntuk mengatasi konflik-konflik politik yang muncul dalam proses rer il
kebijakan Seomont mos yang am proses pengambilan

Kedua, proses pengambilan kebijakan ekonomi tersebut ditandai oleh
F_Janyakp)-a aktor yang ikut menentukan proses pengambilan kebijakan :'nelalﬁi
1pterak51 dalam bentuk konflik dan konsensus baik itu di dalam b r(;kr;; x: sendirs
:imnt.}m para p:_ﬂizis_i, dan antara birokrasi dan politisi yang melibarka n.t'.‘-;'{ :ciz
T:a:lmrnpc_}: keepentingan Dengan kata laian, dalam 1'.-1:;’:1r_":'1.r‘=11-;a!.1 ‘ 2
ekonomi, ma ka_ faktor kepentingan politik akan cukup dominan. Hnomen 1
pork-barrel politics (melind ungi kepentingan politisi di daerah rerté;gm denoa;
mengorbankan kepentingan nasional) atau secroral po[;;rz'cs (misalrcljva
mengugmakan sektor tertentu dan sekaligus merugikan sektor lain atau
kcp:_:ntmagn ckonomi nasional yang lebih luas) tetap dominan dal :
perumbangan suatu kebijakan ekonomj. s
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Ketiga, oleh karena janingan interaksi antarakior tersebut relanf terpola, dalam
bentuk subgovernment, maka peranan Perdana Menten dalam proses
pengambilan kebijakan relatif sangat kecil. Biasanya peran penting perdana
menteri hanya muncul apabila terjadi “krisis”, dimana isu-isu politik-ekonomi
masalah vang krusial. Dalam banyak kasus, krisis semacam ini kebanyakan
terjadi karena adanya tekanan politik dari luar (gazatsu), terutama dan AS.*
Fungsi gaiatsu dalam proses pengambilan kebijakan ekonomi Jepang
digambarkau sebagai * necessary evil’ yang dibutuhkan oleh elit politik Jepang
untuk melepaskan diri dan strukrur pengambilan kebijakan ekonomi yang kaku.

Dengan struktur politik pengambilan kebijakan yang demikian, bagaimana
kita menjelaskan keberhasilan dan kegagaln ekonormi Jepang?

Sampai dengan periode 1960-an akhir, dukungan kuat terhadap
konservatisme dan konsensus nasioal tentang pertumbuhan ekonomu sebagai
satu-satunya tujuan terpenting, membuat sistem pobtik Jepang hanya semata-
mata diarahkan untuk kepenangan ekonomu. Intensitas konflik kepentingan
politik yang relatif rendah dalam suatu isu ekonomi dan dominasi LDP
membuat sistem politik tahun tersebut sangat kondusifbagi kebyjakan ekonomi
nasional. Ini yang bisa menjefaskan mengapa Jepang mengalam era
pertumbuhan tinggi selama periode tersebut.

Sejak munculnya fenomena NMM tahun 1960-an, sistem polink harus
mengagregasikan berbagal macam kepentingan politik baru, akan tetapi
sampai tahun 1980-an Jepang masih bisa bertahan dengan prestasi ekonomi
yang tunggi. Imi disebabkan karena niga hal. Pertama, terdapat sektor-sektor
dalam ekonomi Jepang yang telah memasuki era kematangan dan merniliki
daya saing tinggi, sehingga mereka tidak lagi tergantung pada kebijakan politik
dan pemerintah. Inj yang disebut sebagai fase “ pasca promosr’ dimana sektor
ekonomi tersebut tidak tergantung proteksi kebjjakan ekonomi pemerintah.
Kedua, peranan gasarsu juga penting untuk mendobrak kekakuan poliuk
pengambilan kebijakan. Dengan tekanan internasional untuk liberalisasi yang
udak dapat diefakkan, Jepang harus terus-menerus melakukan penyesuaian
din, meskipun secara perlahan-lahan, baik dalam efisiensi doemstk atau

' Leonard J. Schoppa, Bargaining with fapan: What American Pressure Can and Caanor Do, (New

York. Columbia University Press, 1997), hal. 99-100
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mc]akuk_an regiox}alisasi industri di Asia Pasifik. Ketiga, fenomena bubble
ekonomi mcmbcrlkal_l kesempatan kepada sister politik untuk hanya sedikat
melakukan penyesuaian, karena dalam Jangka pendek bubble ini menutupl
kebutuban akan perubahan ekonomi secara mendasar.

Sejak tahun 1990, suasana yang neénguntungkan untuk teatap mem-
pertahankan proses pengambilan kebijakan ini tiba-tiba hilang dengan collapse-
nya bub_b]e ckonomi. Kelemahan-kelemahan yang ada dalam polifik
pengambilan kebijakan ekonomi Jepang kini mulai terungkap satu persatu. Akan
tetapi pola pengambilan kebijakan seperti yang diungkapkan diatas tidak bisa
mer}ycsumkan diri dengan kebutuhan ekonomi untuk melakukan perubahan
kebyjakan secara drastis. Silih bergantinya “komunitas pengambil kebijakan”
membuat Secara prakuis inovasi dan mesin pengambilan kebijakan ekonomi
nyans fumpuh. Akibatnya, kebijakan ekonomi Jepang untuk mengatasi krisis
berlangsung setengah-setengah.

Padg saat yang b<_3rsamaan, bersamaan dengan surutmya LDP sebagai partai
mayomntas, gasarsu juga semakin tidak efektif, karena berserak-serakannya
;ubgoyerz%menr pasca tahun 1993. Tekanan dari luar untuk deregulas: dan
llberahs_a_«n, misainya, kandas oleh karena tarik-menarik kepentingan politik
domestik yang semakin sulit dikelola, karena rumitmya pembagian kekuasaan
dalam pemerintah koalisi dan perubahan konstelasi politik yang sangat cepat.
Itufah sebabnya mengapa kebijakan ekonomi yang diambil sejak tahun 1990-
an seolah-olah tidak mampu memberikan terobosan yang berarti untuk
membebaskan Jepang dari krisis ekonomi.

K:ga_gal_an Jepang — setidaknya sampaj tahap ini— untuk lepas dan krisis
ekonomi, disebabkan karena politik pengambilan kebijakan di negara itu yang
sangat _khas. Pelgj_argn moral yang dapat diperoleh adalah bahwa kepentingan-
kepenupgan poht_J.k Jangka pendek bisa menjadi penyakit yang akan membunuh
prestasi ekonormi suatu negara. Bahkan ini berlaku untuk negara yang maju
seperti Jepang. ’
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